
b. Keputusan. • • , 

: 1. Mentjabut. 
a. Iilstruksi Presiden/Perde.na Menteri Republik Indonesia 

N,,. 2 Ta.'J:un 1960 tentang Badan Penggerak Koper¥1- ; 

: 

b. bahtra Badan penggerak Koperasi (BAPENGKCP) sebaga1mana 
di-instruksikan pembentukannja dengan Ir..stl'Uksi Presiden/ 
Perdana Menteri Republik Indonesia No. ::: 'rahun 1960 dan 
diatur penjusunannja daJ.am Keputusan Pre,siden Republik 
Indooesia No. 128 Tahun 1960 tidak sesiuJ. lagi dengan 
kebidjaksr~naan Femerintah jang digariskE:n dewasa 1n1, 
dan oleh karenanja perlu dibubarkan. 

c, bahwa dengan te:r.-bentuknja Kabinet .AMPElU. masaJ.ah perko­ 
perasian termasuk tugas Menteri Dal.am NE,geri dan. dengan 
demi!tian Badan Penggerak Koperasi sopert.1 dimaksudkan da­ 
l.airl :[{eputusan Presiden/Perdana Menter1 li'o. 2 'l!ahun 1960 

. dan :K:eputusan Presiden No. 128 Tabun 1960 tid~ diperlu­ 
kari 1ag1, karena tuga.s ini telah mendja.ai wewenang d.ar1 
pada Menteri Dalam Neger1. 

; a. Und~ng-Undang Dasar 19~5 ,asal ~ dan pasa.l 33; 
b. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966. 

: Pendapab dan saran Menteri Dalam Neger.1.. 

NEMUTUSKAN: 

: a. bahwa da1ain rangka. pelaksanaan ke'oidjaksanaan perkopera­ 
sia.n dar1 Kabinet AMP.BRA., :peflu di tindje.u kembali kedu­ 
dukan Badan-,bad.an pembinibjJ1gpembina perl!;operasian dise­ 
lurub. Indonesia • 

K»II, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDOJ:IEoSI.A, 

KEFUT"JSJ,JI PP..E.3IDEW REPUBLIK INDONESIA 
NO.: '9J~ TAliUN 1967 

TIDITANG · ,. 
PIDl-"'XJ"ABUTAt-< I<EHBALI INSTRUKSI PRESIDEN/l'ERDANJl. MENTE'.EU 
REPUBLIK I NDOl'illSIA NO. 2 TAHON 1960 DA!f KEP'OTUSAN PRE­ 

SIDEN REPUBLIK I:t>l"'DCNESIA NO• 128 TAHON l$·60 

PRi::.;.;,DEN 
REPUBLIK JNDONESIA 

--------·-···· 

Menetapkan 
Per ta.ma 

Memperha - 
t;ikau. 

Mengingat 

• 

• 
• Me?ti.!nbang 



St. 

-------------------·· 

SOEHARTO 
DJENDERAL - TUI • Iembusan : 

i.. Para Menteri Utama 
2. Para Menteri ; 

------------ ... ----·------- 

Ditetapkan di : Djakarta. 
Pada tanggal. : .. f Djuli 196? 

b, Keputusan Pr_esiden Republlk Indonesia No. 128 Tahun 
1960 tentang pembentukan Badan Penggerak Xoperasi 
( BAPENGKO? ), 

2. t·iill'!bubarkan Bad.an Penggerak Koperas1 ( 'BAPENGKOP ) se­ 
bagaimana dimaksud dal.am Instruksi dan Keputusan l?l'eSi· 
den tersebut pada punt 1 diatas. 

3. Menugaskan pe.Laksanaan perabubazan Bad;m Penggerak JCope· 
rasi ( BJ1.PEMGKOP ) tersebut baik di Pl1sat maupun a;:·, Da.E 
rah kcpada Menteri Pal.am Negeri. 

: Kepu tuaan ini mulai berlaku sedjak ditet,~pkan. Kedua • 
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